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BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, Direktorat Jendral
Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor S-
1420/WPB.20/KP.0104/2019, Hal evaluasi

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat
terkait Penyaluran Dana Desa Tahap III, agar
ketentuan Pasal 13 disesuaikan dengan Pasal 29
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di
Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962)
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4355);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1838);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor
3);

8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Kampung Setiap Kampung Kabupaten Kutai Barat
Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai
Barat nomor 14 tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung
Setiap Kampung Kabupaten Kutai Barat Tahun
Anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2019 nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 13 dihapus dan diubah
sehingga Berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 13

Kepala Kampung menyampaikan laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Kampung setiap tahap penyaluran kepada
Bupati.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan realisasi penyerapan Dana
Kampung dan capaian output tahun
anggaran sebelumnya;

b. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Kampung tahun anggaran
sebelumnya; dan

c. laporan realisai penyerapan Dana Kampung
dan capaian output sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7
Februari tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Kampung sampai dengan tahap II
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun
anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian
output setelah batas waktu penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), Kepala Kampung dapat menyampaikannya
pemutakhiran capaian output kepada Bupati
untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran
dalam aplikasi.

Bupati dapat mendorong proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana
Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2)
dengan berkoordinasi dengan Kepala Kampung.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 November 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 34.
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